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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik
Islam. Politik Islam merupakan cabang politik yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan sistem
politik. Dalam konteks ini, ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai adalah aturan-aturan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan sejalan dengan praktek politik Islam. Metode penelitian yang
digunakan adalah analisis dokumen dan studi literatur. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa
dalam politik Islam, ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai meliputi prinsip-prinsip keadilan sosial,
kebebasan beragama, partisipasi politik yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip
moral Islam. Selain itu, ditemukan pula bahwa implementasi ketentuan hukum tatanan negara yang
sesuai dalam politik Islam dapat memberikan manfaat seperti stabilitas politik, keharmonisan antara
agama dan negara, pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman budaya dan agama, serta
pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat juga tantangan dalam menerapkan ketentuan hukum
tatanan negara yang sesuai dalam politik Islam, antara lain interpretasi yang beragam terhadap ajaran
Islam, konflik kepentingan politik, dan pemenuhan hak-hak minoritas. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ketentuan hukum tatanan negara yang
sesuai dalam politik Islam dan mendorong perdebatan serta upaya untuk mengembangkan sistem politik
yang lebih inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Hukum, Tatanan Negara, Politik Islam.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang didominasi oleh mayoritas pemeluk agama Islam, penting untuk
memahami dan menganalisis ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip politik
Islam. Politik Islam mengacu pada penggabungan prinsip-prinsip Islam dengan sistem politik, yang
mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, tatanan negara yang sesuai
dengan politik Islam akan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, partisipasi politik yang adil,
dan perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Hal ini penting untuk
membangun masyarakat yang adil, stabil, dan harmonis, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
semua warganya.

Namun, interpretasi yang beragam terhadap ajaran Islam dan perbedaan dalam praktek politik di
berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menyebabkan perdebatan dan tantangan
dalam menerapkan ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik Islam. Hal ini
mengharuskan untuk melakukan analisis mendalam dan kritis terhadap aspek hukum dan politik yang
terkait. Dengan memperhatikan latar belakang ini, penelitian mengenai ketentuan hukum tatanan negara
yang sesuai dalam politik Islam menjadi relevan dan penting. Penelitian semacam ini dapat memberikan
wawasan yang lebih baik tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip politik Islam dalam kerangka
hukum yang efektif, serta mendorong diskusi dan upaya untuk memperkuat sistem politik yang
berlandaskan nilai-nilai Islam dan memenuhi tuntutan zaman.
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Dalam beberapa dekade terakhir, isu tentang peran agama dalam politik telah menjadi topik yang
semakin relevan dan kompleks. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pertanyaan
tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip politik Islam dalam tatanan negara sering kali menjadi
subjek perdebatan yang hangat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam,
dinamika politik yang kompleks, dan keragaman budaya dan etnis di dalam masyarakat Muslim.

Pentingnya memahami dan menganalisis ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam
politik Islam adalah untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai agama dan struktur politik. Dalam
kerangka ini, pengembangan sistem politik yang inklusif, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam
menjadi tujuan utama.

Ketika ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dengan politik Islam diimplementasikan
dengan baik, mereka dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini termasuk
stabilitas politik yang lebih kokoh, keadilan sosial yang lebih merata, perlindungan hak asasi manusia
yang komprehensif, partisipasi politik yang lebih luas dan adil, serta pengakuan dan perlindungan
terhadap keanekaragaman budaya dan agama.

Namun, tantangan dalam menerapkan ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik
Islam tidak bisa diabaikan. Perbedaan pendapat dalam interpretasi agama, konflik kepentingan politik,
serta pemenuhan hak-hak minoritas dapat menjadi hambatan dalam mencapai konsensus dan
implementasi yang efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman lebih
mendalam tentang pentingnya ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik Islam. Dengan
demikian, diharapkan dapat terjadi perdebatan yang produktif dan upaya nyata untuk mengembangkan
sistem politik yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan dan tuntutan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang sesuai untuk judul "Ketentuan Hukum Tatanan Negara yang Sesuai dalam
Politik Islam" adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis
ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu domain tertentu, dalam hal ini adalah tatanan negara dalam
politik Islam. Penelitian ini akan melibatkan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan interpretasi
terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip-Prinsip Politik Islam

Prinsip-prinsip politik Islam mencakup sejumlah konsep dan nilai yang menjadi pijakan dalam
mengatur sistem politik dalam kerangka Islam. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa prinsip politik
Islam yang relevan:

1. Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam politik Islam.
Prinsip ini menekankan perlunya adanya pemerataan kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan
dalam masyarakat. Politik Islam mengajarkan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan
ekonomi, serta memberikan perlindungan dan perhatian khusus terhadap kaum miskin, yatim piatu,
dan golongan yang lemah.

2. Kebebasan Beragama: Prinsip kebebasan beragama mengakui hak setiap individu untuk memilih,
menjalankan, dan mengamalkan agamanya tanpa paksaan atau diskriminasi. Politik Islam
memperjuangkan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang fundamental, dan
menekankan pentingnya menghormati pluralitas agama dalam masyarakat.

3. Partisipasi Politik yang Adil: Prinsip partisipasi politik yang adil menekankan perlunya melibatkan
semua warga nhegara dalam proses pengambilan keputusan politik. Politik Islam mendorong
partisipasi aktif dan setara dari seluruh lapisan masyarakat dalam pemilihan umum, kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan politik lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan agama,
suku, atau jenis kelamin.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam politik Islam
mencakup jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak hidup,
kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak privasi, dan hak adil dalam sistem peradilan.
Politik I1slam menekankan pentingnya melindungi dan menghormati martabat manusia sebagai
ciptaan Allah.

5. Prinsip-Prinsip Moral Islam: Politik Islam juga mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur
perilaku politik dan sosial. Prinsip-prinsip ini mencakup integritas, kejujuran, keadilan, empati, dan
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kebaikan umum. Politik Islam mendorong para pemimpin politik dan warga negara untuk

berperilaku dengan moralitas yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas

politik mereka.

Prinsip-prinsip politik Islam ini berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk tatanan politik yang
adil, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Menerapkan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat
menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil, dan berkembang dalam kerangka Islam.

Ketentuan Hukum Tatanan Negara dalam Islam

Ketentuan hukum tatanan negara dalam Islam mencakup prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang
mengatur struktur politik, kelembagaan, dan tata pemerintahan dalam masyarakat Muslim. Meskipun
tidak ada satu sistem politik tunggal yang diakui secara universal dalam Islam, terdapat beberapa prinsip
hukum yang dianggap penting dalam konteks ini. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa ketentuan
hukum tatanan negara dalam Islam:

1. Pemimpin Muslim: Islam menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang adil dan berintegritas
dalam tatanan negara. Pemimpin Muslim atau khalifah diharapkan memenuhi syarat-syarat
tertentu, seperti memiliki pengetahuan agama yang kuat, keadilan, dan kemampuan untuk
memimpin dengan bijaksana. Ketentuan hukum mengatur proses pemilihan, penunjukan, dan
tanggung jawab pemimpin Muslim dalam menjalankan pemerintahan.

2. Konsultasi (Syura): Syura merupakan prinsip penting dalam politik Islam yang menekankan
perlunya konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketentuan hukum mendorong
adanya mekanisme konsultasi yang melibatkan tokoh agama, para pemimpin masyarakat, dan
warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang penting.

3. Keadilan dan Hukum Islam: Ketentuan hukum tatanan negara dalam Islam menekankan prinsip
keadilan sebagai landasan utama dalam sistem peradilan. Hukum Islam atau syariah dianggap
sebagai sumber utama dalam memutuskan perkara hukum dan menjamin perlindungan hak-hak
individu serta keadilan sosial. Sistem peradilan Islam melibatkan hakim yang memahami hukum
Islam dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam memutuskan perkara.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Ketentuan hukum dalam Islam memberikan penekanan pada
perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan beragama,
kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya diakui dan dijamin oleh hukum Islam. Sistem hukum
Islam juga melindungi hak-hak minoritas dan memberikan kebebasan berkeyakinan dalam batas-
batas syariah.

5. Masyarakat Adil dan Kesejahteraan Sosial: Ketentuan hukum tatanan negara dalam Islam
mendorong pembangunan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial yang merata. Sistem
ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti zakat (sumbangan wajib),
infag (sumbangan sukarela), dan keadilan distributif, dianggap penting dalam mencapai tujuan ini.
Ketentuan hukum tatanan negara dalam Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai

dengan kebutuhan dan konteks zaman. Meskipun terdapat keragaman dalam interpretasi dan praktik
politik Islam di berbagai negara, prinsip-prinsip hukum ini menyediakan kerangka kerja untuk
pengembangan sistem politik yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Implementasi Ketentuan Hukum dalam Politik Islam

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam melibatkan penerapan praktis dari prinsip-
prinsip hukum Islam dalam sistem politik dan tatanan negara. Proses implementasi ini melibatkan
berbagai aspek, termasuk interpretasi hukum, pembentukan kebijakan, dan pelaksanaan aturan dalam
praktik politik sehari-hari.

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam dimulai dengan interpretasi hukum yang akurat
dan relevan. Ini melibatkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an,
Hadis, dan ijtihad (usaha pemikiran hukum). Interpretasi yang benar dan komprehensif memastikan
bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik
yang relevan.

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam juga melibatkan pembentukan kebijakan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Para pemimpin politik, ulama, dan ahli hukum Islam berperan dalam
merumuskan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan memperhatikan kebutuhan serta
aspirasi masyarakat. Proses ini melibatkan dialog, konsultasi, dan pertimbangan bersama untuk
mencapai kesepakatan yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam mencakup pelaksanaan aturan dalam praktik
politik sehari-hari. Hal ini meliputi pemilihan umum yang adil dan transparan, penegakan hukum yang

562
Volume 7, Nomor 2, Agustus 2023



3 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Ketentuan Hukum Tatanan Negara Yang Sesuai Dalam Politik Islam
& %Xl Jurnal llmu Sosial, Politik Dan Humaniora

w E-ISSN :_2598-6236

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/mugoddimah Muhammad Rifai Arrahman

berkeadilan, dan pengaturan institusi politik dan administratif yang efektif. Penerapan aturan-aturan ini
harus memastikan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kebebasan beragama, dan partisipasi politik,
terwujud dalam praktik politik dan tindakan pemerintah.

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam juga melibatkan upaya pendidikan dan
peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip politik Islam. Pendidikan agama yang
mencakup pemahaman tentang politik Islam, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, serta nilai-nilai
keadilan dan toleransi, penting untuk membentuk sikap yang baik dalam masyarakat. Kesadaran
masyarakat yang tinggi terhadap nilai-nilai politik Islam dapat mendorong partisipasi aktif, pemilihan
pemimpin yang kompeten, dan pembentukan opini publik yang sehat.

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam bukanlah proses yang sederhana dan sering
melibatkan tantangan dan pertentangan dalam interpretasi dan aplikasi hukum. Oleh karena itu, dialog,
diskusi, dan pemikiran yang terus-menerus antara para ahli hukum, pemimpin agama, dan masyarakat
sangat penting untuk mencapai implementasi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai politik Islam.

Implementasi yang efektif memerlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat
terhadap pelaksanaan aturan dan kebijakan dalam politik Islam. Ini melibatkan pembentukan lembaga
pengawas independen, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban
terhadap masyarakat. Pengawasan yang efektif membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
memastikan bahwa tatanan politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam juga melibatkan kolaborasi dan kerjasama
antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil.
Kolaborasi ini dapat memperkaya pemahaman, mempromosikan dialog, dan memastikan bahwa
kebijakan dan praktik politik yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Melalui
kerjasama yang konstruktif, implementasi hukum Islam dalam politik dapat menjadi lebih inklusif dan
berdampak positif.

Implementasi ketentuan hukum dalam politik Islam harus memperhatikan konteks dan kesesuaian
lokal. Setiap negara atau masyarakat memiliki karakteristik unik, kebutuhan khusus, dan keragaman
budaya. Oleh karena itu, implementasi hukum Islam dalam politik harus memperhitungkan keberagaman
dan karakteristik lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya. Fleksibilitas dalam
menerapkan hukum Islam dapat memastikan bahwa ketentuan hukum tatanan negara sesuai dengan
keadaan sosial dan budaya setempat.

Implementasi yang efektif juga melibatkan keterbukaan terhadap revisi dan pembaruan aturan yang
ada. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi terus berubah, dan tatanan politik harus dapat beradaptasi
dengan perubahan tersebut. Mempertimbangkan pembaruan hukum dan tatanan politik melalui dialog
dan mekanisme yang sesuai dapat memastikan kesesuaian dengan perkembangan zaman dan
memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam rangka mencapai implementasi yang efektif, penting untuk memperhatikan konteks lokal,
melibatkan berbagai pihak yang terkait, membangun mekanisme pengawasan yang kuat, dan
mempromosikan kolaborasi yang konstruktif. Dengan demikian, ketentuan hukum tatanan negara dalam
politik Islam dapat diimplementasikan dengan baik, mencapai tujuan yang diinginkan, dan mencerminkan
nilai-nilai Islam dalam praktik politik sehari-hari.

Manfaat dan Dampak dari Ketentuan Hukum yang Sesuai

Ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam memiliki sejumlah manfaat dan dampak yang
signifikan. Ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam mendorong keadilan dan kesetaraan dalam
masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sosial menjadi pijakan dalam sistem politik, yang
berarti bahwa hak-hak individu dihormati, perlakuan yang adil diberikan kepada semua warga negara,
dan kesenjangan sosial dan ekonomi diperkecil. Hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih
harmonis, inklusif, dan berkeadilan bagi semua anggotanya.

Ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam memberikan perlindungan terhadap kebebasan
dan hak asasi manusia. Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak-hak lainnya
dijamin dan dihormati. Hal ini memungkinkan warga negara untuk hidup sesuai dengan keyakinan
mereka tanpa takut penindasan atau diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia dalam politik Islam
memperkuat martabat manusia dan menghargai keberagaman dalam masyarakat.

Ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam dapat memberikan stabilitas dan ketenangan
sosial. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, etika, dan perdamaian, membentuk landasan yang
kuat untuk menjaga ketertiban sosial. Dengan penerapan hukum yang adil dan konsisten, konflik dan
ketegangan sosial dapat diredakan, dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram.
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Ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam mendorong partisipasi politik yang aktif dari
warga negara. Prinsip-prinsip politik Islam menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan
keputusan politik, termasuk melalui pemilihan umum, konsultasi, dan pengaruh positif dalam
pembentukan kebijakan. Dengan adanya partisipasi yang lebih luas, kepentingan masyarakat dapat
tercermin dalam proses politik, dan keputusan yang diambil dapat mencerminkan kehendak rakyat.

Ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam juga berdampak pada pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distributif, penghapusan riba, dan
pemberdayaan ekonomi, dapat menciptakan lingkungan yang menghasilkan keadilan ekonomi dan
kesejahteraan sosial. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi
kesenjangan sosial, dan mempromosikan redistribusi kekayaan.

Ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam juga memperkuat dimensi spiritualitas dan etika
dalam kehidupan politik. Prinsip-prinsip moral dan etika Islam, seperti integritas, kejujuran, dan keadilan,
menjadi landasan bagi tindakan politik. Hal ini mendorong pemimpin dan warga negara untuk bertindak
dengan integritas dan bertanggung jawab, serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara keseluruhan, implementasi ketentuan hukum yang sesuai dalam politik Islam memiliki
manfaat yang luas, seperti keadilan sosial, kebebasan individu, stabilitas sosial, partisipasi politik yang
aktif, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan etika.
Dampak-dampak tersebut dapat memberikan dasar yang kuat bagi tatanan negara yang sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam, menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari judul "Ketentuan Hukum Tatanan Negara yang Sesuai dalam Politik Islam" adalah
bahwa implementasi ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam politik merupakan
langkah penting dalam membangun tatanan negara yang adil, stabil, dan berkeadilan. Dengan
memperhatikan prinsip-prinsip politik Islam, seperti keadilan, kebebasan, partisipasi politik, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia, dapat tercipta sebuah tatanan negara yang mencerminkan
nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melalui interpretasi hukum yang akurat, pembentukan kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip
Islam, dan implementasi yang efektif, ketentuan hukum tatanan negara dalam politik Islam dapat
memberikan manfaat yang signifikan, seperti keadilan sosial, stabilitas sosial, partisipasi politik yang aktif,
dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi ketentuan hukum ini juga
mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, dan nilai-nilai moral dan
etika.

Dalam menjalankan politik Islam, penting untuk memperhatikan konteks lokal, melibatkan berbagai
pihak yang terkait, membangun mekanisme pengawasan yang kuat, dan mempromosikan kolaborasi
yang konstruktif. Dengan demikian, dapat tercapai sebuah tatanan negara yang mengintegrasikan nilai-
nilai Islam dalam politik, menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan bagi semua
anggotanya.
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